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Indonesia adalah salah satu negara yang menganut
sistem demokrasi, hal ini terbukti dengan adanya Pasal
1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan Sila ke-4 Pancasila.
Pelaksanaan dari Pasal dan sila tersebut adalah dengan
adanya Pasal 22E Undang-Undang Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang dimana dalam pasal ini
mengatur mengenai Pemilthan Umum. Oleh karena
itu, kelancaran dan kesuksesan dari jalannya
Pemilihan Umum tersebut harus terciptakan.
Pemilihan Umum di Indonesia harus di jalankan
dengan menjunjung tinggi asas Langsung, Bebas,
Rahasia, Jujur, dan Adil (LUBERJURDIL). Didalam
Pemilihan Umum ini masyarakat Indonesia dapat
memilih pemerintahannya itu sendiri, termasuk
dengan perwakilan-perwakilan suara masyarakat.
Secara realistis penyelenggaraan Pemilihan Umum
yang melibatkan miliyaran masyarakat pastinya akan
susah dan kesalahan atau pelanggaran sudah
dipastikan akan terjadi. salah satu pelanggaran yang
dapat terjadi dalam sebuah Pemilihan Umum adalah
pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum. Proses
yang digunakan sekarang untuk menangani perkara
seperti itu mempunyai waktu yang sangat singkat
dengan proses yang amat rumit dan dengan adanya
banyak pihak dari berbagai macam bidang yang
terlibat, menyebabkan terjadinya perbedaan pemahan
dan juga pandangan. Hal ini cenderung menyebabkan
terjadinya keterlambatan ataupun tidak
tersampaikannya keadilan bagi para pihak yang
merasa telah dirugikan oleh tindakan suatu pihak. Hal
ini bertentangan dengan Teori Efektivitas Hukum dan
juga Teori Keadilan. Tidak melupakan juga
keterlambatan dalam penyampaian keadilan adalah
salah satu bentuk dari ketidakadilan, hal ini
bertentangan dengan sifat hukum yang seharusnya



(F) Acuan
(G) Pembimbing
(H) Penulis

bersifat Lex nemini operator iniquum, neminini facit
injuriam atau hukum tidak memberikan ketidakadilan
kepada siapapun dan tidak melakukan kesalah kepada
siapapun. Oleh karena itu perubahan terhadap proses
penanganan perkara pidana Pemilihan Umum harus
diperbaiki yang dimana dalam perbaikan itu tidak
melupakan Teori Kewenangan.
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Indonesia is one of the countries that adheres to a
democratic system, this is evidenced by the existence
of Article 1 paragraph (2) of the Constitution of the
Republic of Indonesia in 1945 and the 4th Precept of
Pancasila. The implementation of these Articles and
precepts is with the existence of Article 22E of the
1945 State Law of the Republic of Indonesia which in
this article regulates General Elections. Therefore, the
smoothness and success of the General Election must
be achieved. General elections in Indonesia must be
carried out by upholding the principles of Direct,
Free, Secret, Honest, and Fair (LUBERJURDIL). In
this General Election, the Indonesian people can
choose their own government, including with
representatives of the people's voices. Realistically,
the implementation of General Elections involving
billions of people will certainly be difficult and
mistakes or violations will certainly occur. One of the
violations that can occur in a General Election is a
violation of the General Election criminal crime. The
process used today to handle such cases has a very
short time with a very complicated process and with
the presence of many parties from various fields
involved, causing differences of understanding and
views. This tends to cause delays or non-delivery of
Jjustice for parties who feel that they have been harmed
by the actions of a party. This is contrary to the Theory
of Legal Effectiveness and also the Theory of Justice.
Not forgetting that the delay in delivering justice is a
form of injustice, this is contrary to the nature of the
law that should be Lex nemin operator iniquum,
neminini facit injuriam or the law does not give
injustice to anyone and does not do wrong to anyone.
Therefore, changes to the process of handling general
election criminal cases must be corrected, which in the
improvement does not forget the Theory of Authority.
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